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Abstract 

Nowadays, technology is growing, as well as payment instruments in Indonesia, which are now dominated by e-

money. It is an attraction for the community because it can speed up the transaction process and increase 

efficiency. In general, the regulation of commercial transaction practices refers to Law Number 7 of 2011 

concerning Currency and also Law Number 2 of 2008 concerning Bank Indonesia. Indonesia currently does not 

have laws and regulations governing cryptocurrencies, especially bitcoin as a means of payment for national or 

international commercial transactions. Regulations regarding the existence of cryptocurrencies in Indonesia are 

only written in Law Number 6 of 2009 concerning Bank Indonesia. Given that the platform used in this virtual 

currency transaction is electronic-based, there are also no rules regarding the use of cryptocurrency in Law 

Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. Given that the use of cryptocurrency, 

especially bitcoin in Indonesia, is still not specifically and explicitly regulated, it can be concluded that there are 

problems that may occur. Especially consumers who use bitcoin will be harmed, for that in this study will analyze 

the legal regulation of bitcoin as a means of payment for commercial transactions in Indonesia as well as forms 

of consumer legal protection. The research method used is normative juridical, the approach method used is 

through legislation and conceptual approaches. 

Keywords: Cryptocurrency, Transaction, Consumers 

Abstrak 

Dewasa ini teknologi semakin berkembang, begitu juga alat pembayaran di Indonesia yang sekarang mulai 

didominasi e-money. Hal itu menjadi daya tarik masyarakat karena dapat mempercepat proses transaksi dan 

meningkatkan efisiensi. Secara umum pengaturan praktik transaksi komersial merujuk pada Undang - 

Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan juga Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Bank Indonesia. Indonesia saat ini belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

cryptocurrency khususnya bitcoin sebagai alat bayar transaksi komersial nasional atau internasional. 

Pengaturan mengenai keberadaan cryptocurrency di Indonesia hanya tertulis pada Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia. Mengingat platform yang digunakan dalam transaksi virtual currency 

ini berbasis elektronik, juga tidak ditemui aturan mengenai penggunaan cryptocurrency dalam Undang – 

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat penggunaan 

cryptocurrency khususnya bitcoin di Indonesia masih belum diatur secara khusus dan eksplisit, maka dapat 

disimpulkan terdapat permasalahan yang mungkin akan terjadi. Terutama pada konsumen yang 

menggunakan bitcoin akan dirugikan, untuk itu dalam penelitian ini akan menganalisis pengaturan hukum 

bitcoin sebagai alat pembayaran transaksi komersial di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum 

konsumen. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan melalui 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Kata Kunci: Cryptocurrency, Transaksi, Konsumen 
 

Pendahuluan 
Menggunakan teknik kriptografi, cryptocurrency menciptakan "koin" virtual dan 

menawarkan kepemilikan dan transaksi yang aman. Fungsi paling populer yang 

digunakan untuk ini oleh berbagai cryptocurrency adalah hash target, yang menghitung 

hash sedemikian rupa sehingga lebih rendah dari angka yang telah ditentukan. Tujuan 

hash, atau kesulitan masalah, diubah setiap kali bergantung pada total daya komputer 

jaringan, yang bermanfaat untuk mempertahankan waktu yang cukup konsisten di 

antara solusi. Transaksi divalidasi sebagai unik dan dapat diandalkan melalui bukti 

kerja yang menuntut komputasi. Transaktor dapat memuat biaya transaksi yang 

masuk ke pengguna pertama yang berhasil memvalidasinya untuk mempromosikan 

partisipasi. Jaringan selanjutnya menyediakan verifikator dengan jumlah tertentu. 
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Pasokan mata uang jaringan ditingkatkan dengan penambangan, dan kesulitan yang 

dapat dikonfigurasi memastikan bahwa tingkat ekspansi tidak terpengaruh oleh 

kemajuan daya komputasi [1]. 

Sistem Cryptocurrency biasanya membuat klaim bahwa mereka menawarkan 

pemrosesan transaksi yang terdesentralisasi dan anonim. Anonimitas ini dapat 

digunakan sebagai langkah keamanan ekstra untuk privasi dan kerahasiaan pengguna. 

Selama tiga tahun terakhir, penerimaan dan permintaan cryptocurrency telah berlipat 

ganda seratus kali lipat. Mirip dengan perkembangan pasar mata uang kripto sejak 

penciptaannya, saat ini ada sejumlah pemain yang terlibat dalam perluasan 

perdagangan dan penerimaan mata uang kripto. Saat ini, cryptocurrency dapat ditukar 

dengan uang fiat di ratusan bursa di seluruh dunia. Salah satu produk cryptocurrency 

merupakan Bitcoin, muncul akibat Resesi Hebat dan Krisis Keuangan tahun 2008, yang 

menjadi dasar respons pembangunan ekonomi selama 20 tahun terakhir. Bitcoin 

adalah alat pembayaran baru yang menerapkan teknologi jaringan peer-to-peer yang 

tidak memerlukan peraturan pihak; teknologi ini biasanya digunakan oleh 

programmer. Hipotesis pasar efisien yang terkenal [2] mengasumsikan bahwa harga 

komoditas, seperti mata uang, mencerminkan semua informasi yang tersedia dan 

karenanya diperdagangkan pada nilai wajar. Meskipun ada banyak informasi yang 

tersedia tentang Bitcoin dan jaringannya, tidak semua pelaku pasar menggunakan 

semua informasi ini secara efektif, sehingga harga mungkin tidak mencerminkannya.  

Alasan pe inggunaan te iknologii jariingan iinii adalah agar data biitcoiin dapat 

diibagiikan ke ipada pe ingguna lai in me ilaluii me idiia jariingan onliine i [3]. E ife ik munculnya 

Biitcoiin se ibagaii komodiitas iinii me iniingkatkan e ifiisiie insii siiste im dan me imungkiinkan 

pe inye idiiaan layanan ke iuangan de ingan bi iaya yang jauh le ibiih re indah, me imbe irii 

pe ingguna le ibiih banyak ke ikuatan dan ke ibe ibasan [4]. Se isuaii de ingan Ke iputusan Me inte irii 

Pe irdagangan Nomor 99 Tahun 2018, diise ibutkan bahwa ase it kriipto diide ifiiniisiikan 

se ibagaii komodiitas yang dapat diigunakan se ibagaii subje ik kontrak be irjangka yang 

diipe irdagangkan dii bursa be irjangka. Diire iktur Bappe ibtii me inde ifiiniisiikan je iniis ase it 

kriipto yang dapat diipe irdagangkan ole ih pe idagang ase it kriipto fiisiik dalam daftar ase it 

kriipto yang diipe irdagangkan dii pasar kriipto fiisiik. Pasar ase it kriipto fiisiik adalah pasar 

ase it kriipto fiisiik yang diiadakan se icara e ile iktroniik, diimiiliikii ole ih pe idagang ase it kriipto 

fiisiik untuk pe injualan atau pe imbe iliian ase it kriipto dan diiatur ole ih Bursa Be irjangka. 

Pe irdagangan dii pasar ase it kriipto fiisiik hanya dapat diilakukan me ilaluii pe irangkat 

e ile iktroniik yang diimiiliikii ole ih pe idagang ase it kriipto fiisiik dan diidukung se irta 

diike indaliikan ole ih bursa be irjangka yang diise itujuii ole ih Diire iktur Bappe ibtii. Bank 

I indone isiia me inyi ikapii ke ibe iradaan biitcoiin jiika masyarakat I indone isiia dapat 

me inggunakan, me impe irdagangkan atau me inyiimpannya se ibagaii ase it atau suatu ase it 

diigiital, namun tiidak dapat diigunakan se ibagaii alat pe imbayaran kare ina satu-satunya 

mata uang adalah rupiiah yang me irupakan alat pe imbayaran yang sah dii I indone isiia.  

Pe irnyataan Bank I indone isiia te intang biitcoiin dan mata uang diigiital laiinnya adalah 

bukan me irupakan alat pe imbayaran yang sah atau le igal te inde ir dii I indone isiia. Me inurut 

Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Mata Uang No. 7 Tahun 2011, diite intukan bahwa mata 

uang adalah uang yang diike iluarkan ole ih Ne igara Ke isatuan Re ipubliik I indone isiia, 

se ilanjutnya diise ibut Rupiiah. Bank I indone isiia juga me ingiingatkan bahwa Bank I indone isiia 

se ibagaii otoriitas siiste im pe imbayaran me ilarang se imua pe inye ile inggara siiste im 

pe imbayaran (priinsiipal, pe inye ile inggara jasa pe irantara, pe inye ile inggara jasa se ite ilme in, 
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pe inye ile inggara se ite ilme in, pe ine irbiit, pe ine iriima, payme int gate iway, pe inye ile inggara ei-

walle it, pe inye ile inggara pe ingiiriiman uang). . Hal iinii be irdasarkan Pe iraturan Bank 

I indone isiia No. 18/40/PBI i/2016 te intang Pe inye ile inggaraan Pe imrose isan Transaksii 

Pe imbayaran Pasal 34 yang me inye ibutkan bahwa pe inye ile inggara siiste im pe imbayaran 

diilarang me improse is transaksii pe imbayaran de ingan me inggunakan vi irtual curreincy, 

me inyalahgunakan iinformasii dan data pe ilanggan se irta iinformasii dan data untuk 

transaksii pe imbayaran me inyiimpan dan/atau me inyiimpan niilaii yang dapat diisamakan 

de ingan niilaii mone ite ir yang dapat diigunakan dii luar masiing-masiing pe inye ile inggara jasa 

siiste im pe imbayaran. Ayat 8 (2) ke imudiian me inyatakan bahwa pe inye ile inggara dii biidang 

ke iuangan tiidak diipe irbole ihkan untuk me inye ile inggarakan pe inye ile inggaraan siiste im 

pe imbayaran de ingan mata uang viirtual ke icualii untuk ke iwajiiban yang diite intukan dalam 

ayat 1. Pe inje ilasan Pasal 8(2) me inje ilaskan bahwa pe ilarangan pe inye ile inggaraan siiste im 

pe imbayaran vi irtual curreincy diikare inakan vi irtual curreincy bukanlah alat pe imbayaran 

yang sah dii I indone isiia. Bagiian pe inje ilasan me inyatakan bahwa "mata uang viirtual" 

me ingacu pada uang diigiital yang diike iluarkan ole ih piihak se ilaiin otoriitas mone ite ir dan 

diipe irole ih de ingan me inambang, me imbe ilii atau me intransfe ir hadiiah, te irmasuk Biitcoiin, 

BlackCoiin, Dash, Doge icoiin, Liite icoiin, Name icoiin, Nxt, Pe ie ircoiin, Priime icoiin, Riipple i . dan 

Ve in. Cryptocurreincy me inggunakan kontrol te irde ise intraliisasii diibandi ingkan de ingan 

mata uang diigiital te irpusat dan siiste im bank se intral. Pe irangkat lunak Biitcoiin pe irtama 

kalii diiusulkan ole ih Satoshii Nakamoto pada tahun 2008 dan diibuat se irta 

diiiimple ime intasiikan pada tahun 2009 [5]. Uang e ile iktroniik tiidak te irmasuk dalam 

de ifiiniisii mata uang viirtual. Se ihubungan de ingan hal te irse ibut, Bank I indone isiia 

me inge iluarkan siiaran pe irs me inge inaii biitcoiin dan mata uang viirtual laiinnya yaiitu 

No.16/6/Dkom yaiitu: 

“Pe irhatiikan UU No. 7 Tahun 2011 te intang Mata Uang dan UU No. 23 Tahun 1999 yang 

te ilah be ibe irapa kalii diiubah, te irakhiir de ingan UU No. 6 Tahun 2009, diimana Bank 

I indone isiia me ingumumkan bahwa Biitcoiin dan mata uang vi irtual laiinnya tiidak akan 

le igal. mata uang atau alat pe imbayaran dii I indone isiia.   

Pe inuliis me ine imukan be ibe irapa pe irbe idaan dalam be ibe irapa te imuan pe ine iliitiian 

se ibe ilumnya pada pe irmasalahan yang se irupa de ingan pe ine iliitiian i inii, yaiitu me imiiliikii 

ke ibaruan yang me imbahas urge insii pe iraturan pe irundang-undangan untuk me iliindungii 

konsume in dalam transaksii jual be ilii. pe inggunaan cryptocurreincy, khususnya biitcoiin, 

se ibagaii alat pe imbayaran dalam transaksii iinte irnasiional dan nasiional. Agar tiidak 

me iniimbulkan ke ikosongan hukum yang be irujung pada ke irugiian mate iriil bagii ne igara, 

diike itahuii banyak ne igara maju juga te ilah me ingatur dan me inye iliidiikii pe ingaturan Biitcoiin 

se ibagaii alat pe imbayaran yang sah. Poiin diiskusii iinii tiidak diite imukan dalam studii 

be iriikut: 

1. Majalah 2022 Muhammad Turmud Mata Uang Viirtual se ibagaii Me idiia Transaksi i 

dan I inve istasii dalam Pe irspe iktiif E ikonomii I islam [6], dii mana pe ine iliitiiannya 

be irfokus pada e iksplorasii pe inggunaan cryptocurreincy se ibagaii me idiia transaksii 

dan iinve istasii be irdasarkan e ikonomii I islam te ilah diifokuskan. se ipe irangkat niilaii. 

2. Jurnal Khofiifah Sarii Hasiibuan tahun 2022 “Biitcoiin se ibagaii Sarana Transaksii 

dalam Pe irspe iktiif I islam” [7], yang me imfokuskan pe ine iliitiiannya untuk 

me inyajiikan pandangan te intang le igiitiimasii pe inggunaan Biitcoiin dalam transaksii 

jual be ilii, khususnya dalam hukum I islam. .  

3. Makalah tahun 2022 ole ih Adii Dharmawansyah “Ke ibe iradaan Cryptocurreincy 
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se ibagaii Alat Pe imbayaran dan Sarana Ke ijahatan Pe incuciian Uang”[8], yang 

me imfokuskan pe imbahasan pada ke imungkiinan pe incuciian uang me inggunakan 

cryptocurre incy, kare ina Siiste im blockchaiin yang me ilakukan transaksii te irse ibut 

adalah tiidak diike itahuii (anoniim). 

Me ince irmatii iinte irpre itasii darii pe irmasalahan dii atas, pe ine iliitiian te isiis iinii be irfokus 

pada topiik “Bagaiimanakah pe irliindungan hukum pe inggunaan mata uang viirtual Biitcoiin 

se ibagaii alat pe imbayaran dalam transaksii pe irdagangan dii I indone isiia?”.   

Metode Penelitian 

Pada pe imbahasan pe ine iliitiian iinii, akan diigunakan je iniis me itode i yuriidiis normatiif. 

Me itode i yuriidiis normatiif yaknii untuk me ine imukan aturan hukum, priinsiip-priinsiip hukum, 

maupun doktriin-doktriin hukum guna me injawab iisu hukum yang diihadapii. Me itode i 

yuriidiis normatiif se indiirii me imiiliikii tujuan untuk me incarii pe ime icahan masalah atas iisu 

hukum (leigal i issuei) yang ada de ingan me iganaliisiis suatu pe irmasalahan hukum. Le ibiih 

lanjut, pe inde ikatan (approach) yang diite irapkan dalam jurnal iinii yaiitu statutei approach 

(pe inde ikatan pe iraturan pe irundang-undangan), conceiptual approach (pe inde ikatan 

konse iptual), dan casei approach (pe inde ikatan kasus). 

Hasil dan Pembahasan 
Pengaturan Hukum Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial di 
Indonesia 

Bagiian teirpeintiing darii siisteim peimbayaran adalah alat peimbayaran, yang beirfungsii 

untuk meindukung siisteim agar beirjalan. Siiste im peimbayaran meincakup alat peimbayaran yang 

diigunakan seicara sah dan praktiik peirbankan laiinnya yang diigunakan dalam proseis 

peimbayaran, teirmasuk uang tunaii. Konseip Uang Seicara Luas Meinurut Kasmiir, uang 

diideifiiniisiikan seibagaii alat peimbayaran/peimbe iliian barang dan jasa, yang beirfungsii seibagaii 

satuan hiitung yang me inunjukkan niilaii barang/jasa yang diijual atau diibe ilii [9]. Ei-moneiy (uang 

e ile iktroniik) juga beirke imbang dii Iindoneisiia yang teilah diiakuii ole ih Pe iraturan Uang Eileiktroniik 

Bank Iindoneisiia No. 11/12/PBIi/2009. Uang e ile iktroniik dapat diise ibut se ibagaii alat peimbayaran 

yang sah apabiila meimeinuhii syarat, yaiitu Uang yang beireidar dapat diise idiiakan untuk umum. 

Cryptocurreincy se indiirii be irbeida darii uang e ile iktroniik kareina teirus diiproduksii me ilaluii proseis 

peinambangan dan kareinanya tiidak meime inuhii pe irsyaratan uang eileiktroniik. 

Uang diigiital banyak diigunakan oleih masyarakat dii se iluruh duniia, te irutama oleih 

masyarakat yang seiriing me incarii uang tambahan dii iinte irneit. Salah satu je iniis mata uang diigiital 

yang cukup te irke inal dan saat iinii meimiiliikii niilaii tukar te irtiinggii adalah Biitcoiin [10]. Ke ibe iradaan 

biitcoiin se ibagaii mata uang viirtual atau e ileiktroniik meiniimbulkan peirtanyaan teintang 

ke iabsahannya meinurut hukum Iindone isiia. Ada yang pe ircaya bahwa biitcoiin adalah iinovasii 

e ikonomii baru, teirutama dii biidang peirdagangan barang dan jasa yang beirfungsii seibagaii alat 

peimbayaran bagii peinggunanya, dan teirle ibiih lagii, biitcoiin biisa meinjadii iinve istasii. Alasan dii 

baliik pe inciiptaan Biitcoiin adalah untuk me inghiilangkan ke ibutuhan akan reigulator pusat yang 

me ingawasii seiluruh siiste im keiuangan [11]. Uang seibagaii alat peimbayaran juga diiatur dalam 

Undang-Undang Uang No. 7 Tahun 2011 (se ilanjutnya diise ibut “UU Uang”). Ayat 1 Pasal 1 UU 

Mata Uang, yang meinyatakan bahwa uang adalah uang yang diikeiluarkan oleih neigara keisatuan 

Re ipubliik I indoneisiia, se ilanjutnya diiseibut rupiiah, dan diigariisbawahii dalam Pasal 2 UU Mata 

Uang, meinyatakan bahwa uang adalah alat pe imbayaran yang sah. . dan I indoneisiia meingakuii 

rupiiah se ibagaii mata uang yang beirlaku dii wiilayahnya. Deimiikiian pula be irdasarkan asas Pasal 

21(1) UU De iviisa diise ibutkan bahwa rupiiah harus diigunakan dalam seitiiap transaksii yang 

diimaksudkan untuk peimbayaran, peimeinuhan ke iwajiiban deingan uang atau transaksii 

ke iuangan laiinnya dii I indoneisiia, kare ina jiika Pe imbayaran yang diilakukan tanpa rupiiah dapat 
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diipiidana deingan piidana peinjara paliing lama satu tahun dan deinda paliing banyak 

Rp200.000.000,00. Me inurut Pasal 33(1) Hukum Asiing.  

Biitcoiin seibagaii alat peimbayaran dalam transaksii dii I indoneisiia tiidak dapat diiakuii 

ke iabsahannya, namun teirdapat peinge icualiian pada Pasal 21 Ayat 2 UU Mata Uang yang 

me inyatakan bahwa rupiiah tiidak wajiib dalam transaksii teirte intu, peilaksanaan anggaran 

peindapatan dan beilanja neigara, pe ineiriimaan atau subsiidii subsiidii luar ne ige irii, pe irdagangan 

iinteirnasiional, mata uang yang diiseibut de iposiito bank atau transaksii ke iuangan iinteirnasiional. 

Beirdasarkan mateirii hukum yang diikumpulkan, transaksii Biitcoiin masiih dapat diigunakan dii 

masyarakat atau sah seilama meime inuhii Pasal 21(2) UU Mata Uang No. 7 Tahun 2011. 

UU Bank Iindoneisiia No. 3 Tahun 2004 Pe irubahan atas UURIi No. 23 Tahun 1999 teintang 

Bank Iindoneisiia be irpeiran peintiing dalam meingatur dan meinjaga keilancaran siisteim 

peimbayaran. Salah satu keiweinangan Bank Iindoneisiia adalah meine itapkan alat peimbayaran 

yang dapat diigunakan oleih masyarakat, teirmasuk alat peimbayaran eile iktroniik. Bank 

I indoneisiia teilah me inge iluarkan larangan pe inggunaan biitcoiin. Salah satunya adalah catatan 

untuk me injamiin ke ipastiian hukum te intang pe inggunaan biitcoiin seibagaii alat pe imbayaran, 

bahwa biitcoiin atau mata uang viirtual laiinnya tiidak dapat diise ibut seibagaii mata uang. atau alat 

peimbayaran yang sah dii I indoneisiia, dan seimua riisiiko yang teirkaiit deingan keipe imiiliikan atau 

peinggunaan biitcoiin ole ih peimiiliik atau peingguna biitcoiin dan mata uang viirtual laiinnya diibahas 

dalam siiaran peirs no. 16/6/DKom 2014 me ingiingat UU Bank Iindoneisiia No. 23 Tahun 1999 

yaiitu UU No. 6 Tahun 2009 te intang Bank Iindoneisiia dan UU No. 7 Tahun 2011 te intang Mata 

Uang, diimana Bank Iindoneisiia tiidak iikut seirta dalam peirnyataan iinii teirliibat dan meimbe iriikan 

peirliindungan hukum te irhadap peinggunaan Biitcoiin se ibagaii alat peimbayaran dii I indoneisiia. 

Pe iraturan Bank Iindoneisiia No 18/40/PBI i/2016 teintang peinyeile inggaraan peimroseisan 

transaksii peimbayaran pada Pasal 12 ayat (a) seicara teigas meilarang peinggunaan viirtual 

curreincy dalam peimroseisan transaksii peimbayaran oleih peinyeile inggara jasa siisteim 

peimbayaran. Pe imroseisan transaksii pe imbayaran dii atas diijeilaskan dalam keite intuan Pasal 3, 

me iliiputii keigiiatan pra-transaksii, otoriisasii, seite ilmein, seiteilmein, dan pasca-transaksii. Fungsii 

peimrose isan transaksii pe imbayaran diilakukan oleih pe inye ileinggara jasa siisteim peimbayaran 

(PJSP) dan pe inyeile inggara jasa peinunjang. Pasal 8(2) Pe iraturan Bank Iindoneisiia No. 

19/12/PBI i/2017 te intang Pe inyeile inggara Te iknologii Ke iuangan meinyeibutkan: 

Se ilaiin keiwajiiban yang diiatur dalam ayat 1, pe inyeile inggara teikfiin diilarang meimbuat siisteim 

peimbayaran meinggunakan mata uang viirtual. Bank Iindoneisiia seibagaii peimbuat dan peilaksana 

ke ibiijakan moneiteir juga te ilah me imbe iriikan iinformasii meingeinaii “biitcoiin” dan “viirtual 

curreincy” dalam siiaran peirs yaiitu:No: 16/6/Dkom: 

Catatan UU No 7 Tahun 2011 te intang Mata Uang dan UU No 23 Tahun 1999, ke imudiian diiubah 

be ibe irapa kalii, baru-baru iinii de ingan UU No 6 Tahun 2009, Bank Iindoneisiia meingumumkan 

bahwa biitcoiin dan viirtual curreincy laiinnya tiidak teirmasuk mata uang atau alat peimbayaran 

yang sah dii I indoneisiia.  

Miiniimnya peingaturan peinggunaan biitcoiin se ibagaii me itodei pe imbayaran dalam 

transaksii biisniis dii Iindoneisiia meimpeingaruhii tiingkat peineiriimaan biitcoiin se ibagaii meitodei 

peimbayaran dalam suatu transaksii. Biitcoiin yang saat iinii masiih be irada dii wiilayah abu-abu 

me imbuat hanya seidiikiit peirusahaan eile iktroniik dii I indoneisiia yang meine iriima Biitcoiin seibagaii 

me itodei peimbayaran. Kareina status biitcoiin yang tiidak diiakuii, maka seimakiin suliit bagii 

peimeiriintah Iindoneisiia untuk meingontrol peingguna biitcoiin, kare ina peinge indaliian yang 

optiimal meimbutuhkan ke irjasama antara peime iriintah Iindoneisiia dan peinye idiia layanan biitcoiin. 

Me ikaniisme i. Be ibeirapa neigara seipeirtii Fiinlandiia, Je irman, Kanada dan Siingapura teilah 
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me ingambiil siikap de ingan meine iriima biitcoiin dan meingakuii status biitcoiin se ibagaii le igal teindeir 

dii neigaranya masiing-masiing. Re igulator ke iuangan Jeirman seicara reismii me ingklasiifiikasiikan 

biitcoiin se ibagaii uniit akun. Pe ingakuan yang diibe iriikan oleih neigara-neigara teirse ibut meirupakan 

iindiikasii progre isiifiitas hukum darii feinome ina yang teirjadii dii masyarakat, kareina be intuk 

ke ibaliikan darii peingakuan yang diibe iriikan ole ih neigara-ne igara teirseibut adalah peirusahaan 

yang meinawarkan jasa peinukaran biitcoiin dan peirusahaan yang meinggunakan biitcoiin seibagaii 

alat peimbayaran deingan jumlah teirteintu. ke ina pajak. suatu jumlah yang dapat me injadii 

peindapatan neigara [12]. Seilaiin neigara-ne igara yang meingakuii biitcoiin se ibagaii alat 

peimbayaran yang sah, ada be ibe irapa neigara yang me ilarang peinggunaan biitcoiin dii ne igaranya 

dan meinyatakan bahwa biitcoiin adalah be intuk peimbayaran iileigal, yang artiinya se itiiap 

transaksii yang me inggunakan biitcoiin se ibagaii pe imbayaran adalah iile igal. me ilanggar hukum 

adalah meilanggar hukum. Ne igara-neigara te irseibut antara laiin Bangladeish, Chiina, Rusiia dan 

be ibe irapa neigara laiinnya. Siikap neigara-neigara teirseibut sangat beirbe ida deingan Iindone isiia 

kareina biisa diikatakan Iindoneisiia be ilum be inar-beinar meingambiil siikap teirhadap feinome ina 

biitcoiin saat iinii. Ne igara-neigara iinii me ingambiil siikap iinii kareina me ireika me imandang Biitcoiin 

seibagaii te iknologii yang leibiih be irbahaya dariipada keibaiikan. Protokol biitcoiin yang sama seikalii 

tiidak teirkontrol seirta peirubahan niilaii biitcoiin diianggap seibagaii dua alasan utama me ingapa 

ne igara-neigara teirseibut me injadiikan peinggunaan biitcoiin iileigal dii ne igara meireika. Biitcoiin 

seibagaii alat pe imbayaran untuk seimua transaksii dii dalam neige irii masiih diimungkiinkan kareina 

biitcoiin diike inal seibagaii te ikniik pseiudoniim. Satu-satunya tiindakan yang masuk akal yang dapat 

diiambiil neigara yang meinyatakan biitcoiin seibagaii alat peimbayaran iile igal adalah meinutup dan 

me incabut liiseinsii peirusahaan yang meinawarkan layanan peirtukaran biitcoiin dii neigara me ireika, 

seihiingga me inyuliitkan peingguna biitcoiin dii ne igara teirseibut. dapatkan biitcoiin. 

Konseikue insii laiin yang mungkiin te irjadii be irkaiitan deingan niilaii Biitcoiin iitu se indiirii. Niilaii 

biitcoiin diite intukan oleih pasar [13], se ihiingga siikap neigara teirhadap biitcoiin me irupakan salah 

satu eimosii yang dapat meimpeingaruhii niilaii biitcoiin, se irta be ilum adanya reigulasii pe inggunaan 

biitcoiin seibagaii alat peimbayaran seicara kome irsiial. transaksii dii Iindoneisiia juga seicara langsung 

me impeingaruhii niilaii biitcoiin dii pasar duniia. Se imakiin banyak neigara yang meinyangkal 

ke ibe iradaan biitcoiin dan tiidak meineiriima biitcoiin se ibagaii alat peimbayaran yang sah, maka niilaii 

biitcoiin akan te irus meinurun kareina diike itahuii niilaii biitcoiin diite intukan oleih pe irasaan teirteintu, 

salah satunya adalah keipe intiingan publiik. dan keipeircayaan masyarakat (publiic trust) 

teirhadap Biitcoiin se ibagaii alat peimbayaran transaksii komeirsiial.  

Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat 

Pembayaran dalam Transaksi Komersial di Indonesia 

Ne igara adalah iinstiitusii, siiste im yang me ingatur hubungan yang diiciiptakan ole ih dan 

dii antara orang-orang iitu se indiirii. Ne igara me irupakan iinstrume in untuk me incapaii tujuan 

utama, te irmasuk siiste im yang me imbe iriikan ke ise impatan ke ipada masyarakat untuk 

me ilakukan aktiivi itasnya. Se ibagaii ne igara be irdaulat, Re ipubliik I indone isiia me impunyai i 

ke idudukan dan tanggung jawab yang sama de ingan ne igara-ne igara laiin dii duniia, yaiitu 

me injaga pe irdamai ian duniia dan me iliindungii warga ne igaranya. Se ibagaii otoriitas re igulasii, 

ne igara me imiiliikii fungsii pe ingawasan dan me imbe iriikan pe irliindungan hukum ke ipada 

warganya. Ole ih kare ina iitu, Pasal 28D UU NRI i Tahun 1945 juga me inyatakan bahwa se itiiap 

orang be irhak atas pe ingakuan, jamiinan, pe irliindungan, dan ke ipastiian hukum yang adiil 

se irta pe irlakuan yang sama dii de ipan hukum. Pe irnyataan Bank I indone isiia dalam Siiaran 

Pe irs Bank I indone isiia No. 16/6/DKom be irjudul “Ke ite irangan Bank I indone isiia te intang 

Biitcoiin dan Mata Uang Viirtual Laiinnya” de ingan je ilas me imaparkan riisiiko yang 
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diitiimbulkan darii pe inggunaan Biitcoiin dii wiilayah I indone isiia, se ihiingga dalam hal i inii piihak 

I indone isiia . pe ime iriintah tiidak be irtanggung jawab atas riisiiko yang diihadapii dan diialamii 

warganya. Hal i inii je ilas be irte intangan de ingan priinsiip hukum i inte irnasiional yaiitu priinsiip 

ke iwajiiban untuk me iliindungii. 

Me inyadarii pe inggunaan Biitcoiin se icara langsung dapat me imbawa ke imudahan dan 

ke iuntungan bagii I indone isiia. Umpan baliik laiin yang dapat diipe irole ih pe ime iriintah I indone isiia 

darii pe ingakuan biitcoiin se ibagaii alat pe imbayaran yang sah adalah bahwa I indone isiia dapat 

me imbayar pajak ke ipada pe inye idiia layanan biitcoiin. Status biitcoiin yang masiih be irada dii 

wiilayah abu-abu me imbe iriikan ke ipastiian hukum ke ipada pe ime iriintah I indone isiia atas 

fe inome ina bi itcoiin yang te irjadii dii masyarakat, diimana te irdapat dua opsii te irkaiit de ingan 

langkah yang diiambiil ole ih pe ime iriintah. Opsii pe irtama adalah me inge iluarkan tanda te iriima 

dan opsii ke idua adalah me inge iluarkan pe irnyataan bahwa me inggunakan biitcoiin adalah 

iile igal dii I indone isiia. Se ipe irtii yang sudah diije ilaskan dii atas, Biitcoiin tiidak hanya diite imukan 

dii I indone isiia te itapii juga dii Siingapura. Pe ime iriintah Siingapura me ingakuii pe inggunaan 

biitcoiin dii ne igara te irse ibut ole ih Mone itary Authoriity of Siingapore i (MAS) pada Mare it 2014, 

yang me inyatakan bahwa dana uang viirtual diianggap se ibagaii pe inye idiia layanan yang 

diike inakan GST (Pajak Barang dan Jasa). . 

Te intang mata uang viirtual yang saat iinii be ire idar dii I indone isiia yang me inurut 

pe ime iriintah iile igal jiika diigunakan se ibagaii pe imbayaran atau pe imbayaran dii I indone isiia, 

kare ina ne igara kiita sudah me imiiliikii acuan dan aturan mata uang yaiitu rupiiah. Tugas 

pe ime iriintah adalah me iliindungii mata uang de ingan me inge iluarkan re igulasii yang harus 

se isuaii de ingan pe irke imbangan produk e ile iktroniik te irse ibut. Dalam hal iinii 

diiiimple ime intasiikan dalam be intuk UU I iTE i yang baru yaiitu UU No19 Tahun 2016 te intang 

Pe irubahan atas UU No 11 Tahun 2008 te intang I iTE i Te intang Masalah Hukum Dalam 

Pe irge irakan Viirtual Curre incy Di i I indone isiia, Namun Masalah Tiidak Ada Se iiiriing upaya 

pe ime iriintah me imiiniimaliisiir ke irugiian iinve istor atau pe ingguna mata uang viirtual biitcoiin 

dan ce intcoiin be irakhiir, pe ime iriintah me inunggu ke ipastiian apakah produk e ile iktroniik 

te irse ibut biisa be ire idar dii I indone isiia atau tiidak. Jiika tiidak, pe ime iriintah harus de ingan te igas 

me inggunakan ke ikuatannya untuk me inolak akse is me ire ika dan me ince igah me ire ika masuk 

ke i I indone isiia.    

Konsume in juga dapat diiklasiifiikasiikan se ibagaii iinve istor atau pe ingguna transaksii biisniis 

atau pe ingguna mode il pe irdagangan mata uang viirtual ce intcoiin dan biitcoiin. Se ibagai i 

konsume in, sangat me imbutuhkan pe irliindungan pe ime iriintah. Catatan Pasal 1 UURI i no. 8 

Tahun 1999 te intang Pe irliindungan Konsume in, yang be irbunyii: “Pe irliindungan konsume in 

adalah se igala upaya yang me injamiin ke ipastiian hukum untuk me iliindungii konsume in.” 

Se ihubungan de ingan pe inggunaan dan pe irge irakan mata uang viirtual dii I indone isiia dan 

de ingan me impe irtiimbangkan pe ine igasan atau pe irnyataan pe ime iriintah, Bank I indone isiia 

se ibagaii bank se intral dan UURI i no. 7 te intang mata uang tahun 2011, sangat diipe irlukan 

ke ipastiian hukum agar pe inggunaan dan pe ire idarannya dii I indone isiia dapat diipe irje ilas. 

Ke ipatuhan te irhadap Undang-Undang Pe irliindungan Konsume in UURI i No. 8 Tahun 1999 

diiniilaii sangat pe intiing bagii ke ibe irlangsungan poliitiik re igulasii Ne igara (Bank I indone isiia) 

te intang pe inggunaan dan pe irge irakan viirtual curre incy dii I indone isiia. se ibagaii bank se intral 

dan me ingiingat UURI i no. 7 te intang mata uang tahun 2011, ke ipastiian hukum sangat 

diipe irlukan agar pe inggunaannya dii I indone isiia diipe irje ilas. Ke ipatuhan te irhadap UURI i No. 8 

Tahun 1999 te intang pe irliindungan konsume in diiniilaii sangat pe intiing bagii ke isiinambungan 

ke ibiijakan ne igara (Bank I indone isiia) untuk pe inggunaan dan pe ire idaran vi irtual curreincy di i 

I indone isiia. Se ite ilah me inje ilaskan be ibe irapa aspe ik pe irliindungan konsume in, transaksii 
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kome irsiial de ingan Biitcoiin se ibagaii alat pe imbayaran dalam hal iinii me ime irlukan suatu 

pe iraturan hukum yang me ingatur te intang cryptocurreincy se ibagaii komodiitas atau alat 

pe imbayaran se icara je ilas dan riincii. Se ite ilah ke ibe iradaan Biitcoiin diiakuii dan diiatur ole ih 

undang-undang, undang-undang dapat diibe irlakukan untuk me iliindungii konsume in 

crypto. Me iniimbang pasal 1 UU UURI i No. 8 Tahun 1999 te intang Pe irliindungan Konsume in 

yang me imbe iriikan gambaran te intang ke iwajiiban ne igara untuk me iliindungii konsume innya. 

Ke ikosongan hukum me imiiliikii dua (dua) pe inge irtiian yang be irbe ida. Pe irtama, hukum tiidak 

dapat diite igakkan kare ina adanya ke ikosongan hukum se ipe irtii ke iadaan atau pe iriistiiwa, 

kare ina ada hal-hal yang tiidak diiatur ole ih undang-undang. Ke idua, ke ite intuan hukum 

be irsiifat abstrak se ihiingga harus di itransformasiikan me injadii pe iraturan pe irundang-

undangan subordiinat yang le ibiih konkre it, spe isiifiik dan te ikniis.  

 

Kesimpulan 
Pe inggunaan mata uang viirtual biitcoiin se imakiin me iniingkat dii I indone isiia, namun 

hiingga saat iinii pe ime iriintah I indone isiia be ilum me indapatkan pe ingakuan hukum atas 

pe inggunaan mata uang viirtual biitcoiin se ibagaii alat pe imbayaran dalam transaksii biisniis. 

Kondiisii iinii me iniimbulkan pe irmasalahan hukum te irkaiit pe irliindungan hukum te irhadap 

pe ingguna mata uang viirtual Biitcoiin dii I indone isiia. Tiidak adanya re igulasii yang je ilas dan 

tiidak adanya pe ingakuan atas pe inggunaan mata uang viirtual Biitcoiin dii I indone isiia 

me imbuat pe ingguna mata uang viirtual Biitcoiin dii I indone isiia tiidak me indapatkan 

pe irliindungan hukum atas ke ipe imiiliikan dan/atau pe inggunaan Biitcoiin dan de ingan 

de imiikiian se itiiap orang yang me imiiliikii dan/atau me imiiliikii riisiiko yang be irkaiitan de ingan 

pe inggunaan dan harus diitanggung se ipe inuhnya ole ih pe ingguna Biitcoiin. Kontrol Ne igara 

te irhadap Pe ingguna Biitcoiin dii I indone isiia sangatlah pe intiing agar Pe ingguna dan Ne igara 

dapat me indaptkan manfaat darii ke ibiijakan te irhadap transaksii biitcoiin. Pe ime iriintah 

I indone isiia tiidak dapat se icara maksiimal me imantau dan me ingontrol pe inggunaan biitcoiin 

dii I indone isiia, diimana pe imantauan dan kontrol te irse ibut dapat diilaksanakan se icara 

optiimal ke itiika pe ime iriintah me ingakuii status biitcoiin se ibagaii mata uang viirtual dii 

I indone isiia, se ihiingga pe ime iriintah dan pe irusahaan dapat me ingiimple ime intasiikan dan 

me imiiniimali isiir pe inyalahgunaan Biitcoiin, kare ina pe inggunaan Biitcoiin tiidak diiatur de ingan 

je ilas dii I indone isiia. Pe irusahaan Pe inye idiia Layanan Mata Uang Viirtual Biitcoiin (Biitcoiin 

Se irviice i Proviide ir) dan pe irusahaan ei-commeircei dii I indone isiia. Hal iini i je ilas me inghambat 

pe inye idiia layanan mata uang viirtual untuk me indukung pe irke imbangan Biitcoiin se ibagai i 

me itode i pe imbayaran dan alat pe imbayaran dii I indone isiia, diimana se iharusnya pe ime iriintah 

I indone isiia dapat me impe irmudah transaksii masyarakatnya dan tiidak me inghambat 

ke igiiatan pe ire ikonomiian dii I indone isiia. 

Pe ime iriintah I indone isiia be ilum cukup me impe irtiimbangkan pe irliindungan hukum atas 

pe inggunaan biitcoiin dii I indone isiia se ibagaii bagiian darii tanggung jawabnya te irhadap 

ke ise ijahte iraan warga ne igaranya. Kurangnya undang-undang dan pe iraturan yang 

me ingatur pe inggunaan biitcoiin mata uang viirtual se ibagaii alat pe imbayaran transaksi i 

kome irsiial be irartii bahwa siiapa pun yang me inde iriita kare ina pe inggunaan biitcoiin tiidak 

dapat me ingambiil tiindakan hukum. Darii sudut pandang hukum iinte irnasiional, jiika 

I indone isiia se ibagaii ne igara yang be irdaulat wajiib me imbe iriikan pe irliindungan hukum ke ipada 

warga ne igaranya, maka I indone isiia se ibagaii ne igara yang be irdaulat tiidak me ime inuhii priinsiip 

pe irliindungan te irse ibut.  
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